
WALIKOTA BANJARMASIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN 
NOMOR TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN 2010 

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

Menimban.g : a.  bahwa berdasarkan. Pasal 55 ayat (4) Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, bahwa Tarif Pajak Penerangan Jalan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akutabilitas, 
efektivitas, pengenaan dan pengawasan pajak penerangan 
jalan di Kota Banjarmasin, serta meningkatkan asas 
keadilan bagi wajib pajak, maka Peraturan Daerah Kota 
Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak 
Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak 
Penerangan Jalan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenluan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

4. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4740); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3674); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3684); 

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan. Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 



13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5145) 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik 
Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam 
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4051); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
,Jenis  Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan  Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
scbagaimana tclah diubah bcbcrapa kali, tcrakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 21); 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN 

dan 

WALIKOTA BANJARMASIN 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 21 
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 
Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan 
Jalan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 
21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 

"Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin; 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom; 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah 
Walikota Banjarmasin; 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN 
adalah Perusahaan Listrik Negara ( persero ) Cabang 
Banjarmasin; 

6. Pajak Penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah 
pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik; 

7. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib 
pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak 
yg terhutang menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah; 

8. Surat Setoran pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terhutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan 
oleh Walikota; 

9. Surat Ketetapan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya 
jumlah pajak yang terhutang; 

10. Surat ketetapan pajak Daerah kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah 'credit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi 
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT.adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang dtetapkan; 



12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 
pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang; 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN,adalah surat keputusan yang menentukan 
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak,atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak; 

14. Surat Tagihan Pajak Daerah,yang selanjutnya disingkat STPD 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda; 

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemda yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang 
untuk mekalkukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. 

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

17. Orang adalah orang pribadi atau badan. 
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
dan retribusi daerah. 

20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi 
sebagai berikut 

"Pasal 6 

(1) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, tarif 
Pajak Pencrangan Jalan ditctapkan bcrdasarkan nilai jual 
tenaga listrik yang dikalikan dengan prosentasi sebagai 
berikut : 
a. Sosial (S) sebesar 5%; 



b. Rumah Tangga (R1) : 
1. Rumah Tangga 450 dan 900 watt sebesar 5% 
2. Rumah Tangga 1300 watt sebesar 6% 
3. Rumah Tangga 2200 watt sebesar 8% 

c. Rumah Tangga (R2) dan (R3) sebesar 10%; 
d. Bisnis (B) sebesar 10%; 
e. Industri (I) sebesar 3%; 

(2) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada ketentuan yang berlaku pada PT. PLN. 

(3) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN, 
tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 1,5% (satu koma 
lima persen). 

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga keseluruhan Pasal 30 
berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 30 

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak 
penerangan jalan dalam rangka melaksanakan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah; 

(2) Walikota dapat menunjuk Pejabat untuk melakukan 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 

(3) Wajib Pajak Penerangan Jalan yang diperilksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasar objek pajak 
penerangan jalan; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 
atau ruangan yang dianggap perlu danmemberikan 
bantuan kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 
berbunyi scbagai berikut : 

"Pasal 31 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat oleh 
Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 



(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana perpajakan daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 
dibidang perpajakan daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah; 

e. Melakukan penggelapan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen 
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada 
huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana perpajakan daerah. 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan pidana di bidang perpajakan daerah 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
memberi tab ukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga keseluruhan Pasal 32 
berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 32 

(1) wajib  pajak yang karena kealpaannya tidak 
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar 
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (salu) 
tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah 
pajak yang terutang. 



(2) wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan Daerah dapal dipidanakan penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 
4 ( empat ) kali jumlah pajak yang terutang. 

Pasal H 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pcngundangan Peraturan Dacrah ini dcngan pcncmpatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 26 ia ov c;,Ibe r 2C 18 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

IBNU SINA 

Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal 2'7 t01.re  I..; Z' 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

HAMLI KURSANI 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN 
SELATAN : 
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